

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat PT.  Bank Tabungan Negara (Persero)

Bank Tabungan Negara (BTN) sepanjang perjalanannya dalam mengukir sejarah dengan segala prestasi yang dimilikinya telah membuktikan perannya dalam menghubungkan kegemaran masyarakat Indonesia untuk menabung. Dengan semua usahanya maka BTN telah mengambil peran dalam usaha pembangunan di segala bidang di seluruh tanah air tercinta, INDONESIA. Perjalanan panjang yang pada akhirnya membawa misi yang harus diemban, yaitu sebagai bank penyedia dana untuk tumbuhnya pembangunan perumahan nasional dengan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) telah membawa BTN sebagai bank satu-satunya yang besar melalui tugas mulia itu.

Sejarah telah mencatat bahwa tumbuhnya bank-bank pemerintah di Indonesia ini tidak terlepas dari masa perjuangan negara Indonesia dalam melepaskan diri dari penjajahan. Dua masa penjajahan yang masih sangat jelas kita ingat adalah masa penjajahan Belanda dan Jepang. BTN sebagai salah satu bagian yang tak terpisahkan dari bank milik pemerintah pun tidak lepas dari masa perjuangan itu.

Patut dicatat bahwa perjuangan Indonesia menuju kemerdekaan tidak terlepas pula dari perjuangan dalam memenuhi kebutuhan hidup bangsa ini. Untuk terselenggaranya kebutuhan hidup manusia yang memadai, maka sangatlah diperlukan adanya suatu stabilitas kondisi keamanan itu sendiri disamping keberadaan tingkat perekonomian yang mendukung masyarakat tersebut. Sudah diketahui bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya berada dalam kondisi keamanan yang tidak stabil. Dalam kondisi itu maka sangatlah wajar bila pembentukan bank atau lebih dikenal pada masa itu dengan istilah LEMBAGA KEUANGAN juga merupakan satu harapan pemerintah disamping merdeka dalam arti seluas-luasnya.

2.1.1
Awal Kelahiran Bank BTN
BTN lahir pada masa yang cukup sulit. Lahirnya BTN juga mempunyai sejarah yang cukup panjang dalam memperjuangkan keberadaanya. Perjuangan BTN telah dimulai sejak Belanda menginjakkan kakinya pertama kali di Indonesia. Puncak dari perjuangan itu adalah pada tahun 1897, dimana pada saat itu dikenal sebagai masa keramat. Para pelaku dalam pengembangan BTN pada saat itu yakin bahwa tahun itulah sebagai puncak daripada cikal bakal pendirian BTN. Hal ini didasari oleh adanya Koninklijk Besluit  No. 27 di Hindia Belanda atau dalam istilah Indonesia istilah ini lebih familiar dikenal dengan nama surat keputusan yang menyatakan adanya pendirian POSTSPAARBANK. 

Postpaarbank ini berkedudukan di Batavia, yang saat ini lebih dikenal masyarakat dengan nama Jakarta sebagai ibu kota Indonesia. Pendirian Pospaarbank tersebut mempunyai tujuan antara lain untuk mendidik masyarakat pada saat itu agar gemar menabung. Sekaligus melalui pendirian Postpaarbank ini mulailah diperkenalkan lembaga perbankan secara luas, meskipun tentunya sistem perbankan yang ada pada saat itu tidak sama dan jauh dari sempurna bila dibandingkan dengan sistem perbankan saat ini. 

Masa penjajahan di Indonesia yang cukup lama telah membuat hampir di seluruh aspek kehidupan di Indonesia tidak mempunyai bentuk kemurnian atau keaslian hasil produk pribumi. Tidak saja dari bentuk bangunan, nama-nama jalan ataupun kantor pemerintahan saat itu pada umumnya dirubah menjadi nama atau istilah beraksen Belanda. 

Postpaarbank merupakan nama pertama kali bagi BTN yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda kepada Indonesia pada saat itu. Postpaarbank yang mempunyai tugas utama untuk mengajak masyarakat Indonesia gemar menabung dalam perjalannya tampak jelas berupaya secara sungguh-sungguh untuk mewujudkan tugas tersebut. Sebelum masuknya Postpaarbank di Indonesia, masyarakat Indonesia termasuk pada kelompok masyarakat yang tidak gemar menabung. Bahkan tradisi yang ada pada saat itu adalah adanya kebiasaan untuk menyimpan uang didalam rumah yang pada umumnya disimpan dibawah bantal. Ajakan Postpaarbank tersebut merupakan awal yang baik dalam pertumbuhan sekaligus sebagai kontrol arus uang yang beredar dalam masyarakat pada saat itu.
Hingga penghujung tahun 1931 peranan Pospaarbank dalam penghimpunan dana masyarakat terus menunjukkan adanya peningkatan yang sangat baik. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya minat masyarakat pada saat itu untuk menaruh atau menyimpan uangnya di bank. Sampai dengan akhir tahun 1939, Postpaarbank telah berhasil menghimpun dana masyarakat sebesar Rp. 54 juta. Sebuah jumlah yang sangat besar pada masa itu. 

 
Prestasi yang berhasil dicapai oleh Postpaarbank tersebut sebetulnya sejalan dengan kebijakan sitem desentralisasi yang dilaksanakan pada saat itu. Sejarah keberhasilan Postpaarbank tersebut akhirnya membawa dampak positif dengan mulai dibukanya 4 kantor cabang Postpaarbank masing-masing di Makasar (saat ini Ujung Pandang), Surabaya, Jakarta dan Medan.  

 
Ternyata dalam perjalanannya keberhasilan Postpaarbank dalam menghimpun dana masyarakat tersebut mendapat ujian pada sekitar tahun 1940 dengan diserbunya Netherland oleh tentara Jerman. Serbuan tersebut akhirnya membawa dampak terhadap terkurasnya dana yang telah dihimpun Postpaarbank secara besar-besaran oleh para nasabahnya. Tidak kurang dari Rp. 11 juta dana yang terkuras untuk dibayarkan Postpaarbank kepada nasabah  hanya dalam waktu beberapa hari saja. Namun nasib baik masih berada pada Postpaarbank karena hal itu tidak berlangsung lama. 
 Tahun 1941 kepercayaan masyarakat sudah mulai pulih kembali, yang ditandai dengan mulai banyaknya masyarakat yang menabung uangnya pada Postpaarbank. Berdasarkan catatan sejarah, hanya dalam waktu singkat pada tahun yang sama telah terkumpul dana yang dihimpun dari masyarakat sebesar Rp. 58,8 juta. Sejarah kemudian tidak berhasil mencatat keberhasilan Postpaarbank, karena setahun kemudian atau tahun 1942 dengan masuknya tentara Jepang ke Indonesia, operasional Postpaarbank praktis mengalami kemandegan karena telah dibekukan.
2.1.2
Masa Pendudukan Jepang
Masuknya Jepang ke Indonesia pada tahun 1942 telah merubah semua bentuk pemerintahan dan segala aspek kehidupan masyarakat di Indonesia sesuai dengan kehendak Jepang yang berhasil mengusir Belanda pada saat itu dari wilayah Indonesia. Secara resmi pada tahun itu Jepang telah mengambil alih kekuasaan Belanda di Indonesia dan Postpaarbank yang merupakan bank karya kolonial Belanda dibekukan. Sebagai gantinya pemerintah Jepang mendirikan TYOKIN  KYOKU. 

Pada prinsipnya misi Tyokun Kyoku bentukan Jepang tidaklah jauh dengan maksud dan tujuan Postpaarbank produk kolonial Belanda, yaitu untuk mengajak masyarakat Indonesia gemar menabung. Namun dalam perjalanannya ternyata misi Tyokin Kyoku tidak semulus apa yang pernah dilakukan Postpaarbank dalam menghimpun dana masyarakat melalui tabungan tersebut. Tyokin Kyoku gagal dalam menjalankan misinya karena masyarakat menganggap bahwa manabung melalui Tyokin Kyoku tersebut dirasakan adanya paksaan, sehingga dengan sendirinya masyarakat enggan untuk melakukan penabungan pada saat itu. Meskipun demikian Tyokin Kyoku telah berhasil membuka cabangya di Yogyakarta pada masa itu.  
Gagalnya pemerintahan Jepang dengan Tyokin Kyokunya ternyata sebagai pertanda bahwa Jepang memang tidak boleh terlalu lama tinggal di Indonesia. Namun demikian dasar-dasar kemiliteran yang telah diajarkan kepada para pemuda di Indonesia saat itu tanpa disadari justru merupakan satu keuntungan tersendiri bagi Indonesia didalam menambuah kekuatannya untuk mengusirnya dari tanah air.

Akhirnya hanya dalam waktu tidak sampai 3 tahun, Jepang diusir dari pemerintahan Indonesia yang sekaligus pada saat itu pula, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945  bangsa Indonesia memproklamasikan dirinya sebagai bangsa yang merdeka. Dengan status baru ini maka seluruh tatanan pemerintahan secara bertahap mulai diadakan perubahan.
2.1.3
Masa Kemerdekaan
Dengan berakhirnya masa pendudukan Jepang di Indonesia, maka resmilah bangsa Indonesia pada saat itu sebagai bangsa yang merdeka. Setelah kemerdekaan diproklamasikan, maka Tyokin Kyoku sebagai peninggalan Jepang masa itu diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan namanya dirubah menjadi KANTOR TABUNGAN POS atau disingkat KTP. Pembentukan KTP pada saat itu diprakarsai oleh Bapak Darmosoetanto selaku Direktur pertama KTP. Dalam perjalanannya pada akhirnya KTP mempunyai peran yang sangat besar. Peran yang sangat berarti pada saat itu adalah adanya tugas KTP dalam pengerjaan penukaran uang Jepang dengan Oeang Republik Indonesia (ORI). Sejarah telah mencatat bahwa pada masa pendudukan Jepang peredaran uang yang ada saat itu ditarik dan diganti dengan uang Jepang. Maka begitu Indonesia merdeka, melalui KTP inilah uang Jepang yang masih beredar kemudian ditarik dan diganti dengan oeang Indonesia. 
Dalam perkembangannya KTP pernah mendapatkan ujian pada tahun 1946 dengan adanya Agresi Militer Belanda ke Indonesia. Dengan adanya agresi ini maka KTP pada saat itu tidak dapat bekerja dengan aman. Dan dengan agresi Belanda tersebut, pada tanggal 19 Desember 1946 KTP dan kantor-kantor cabangya yang telah tersebar di Indonesia resmi diduduki oleh Belanda.
Agresi Belanda nampaknya tidak berlangsung lama, karena pada bulan Juni 1949 pemerintah Republik Indonesia membuka kembali KTP tersebut sekaligus mengganti nama KTP menjadi BANK TABUNGAN POS REPUBLIK INDONESIA. Ada maksud pemerintah pada saat itu mengganti nama KTP menjadi Bank Tabungan Pos RI. Dengan penggantian nama itu pemerintah bermaksud untuk membereskan pekerjaan-pekerjaan KTP yang kocar-kacir. Hal ini tentunya dapat dimaklumi mengingat KTP saat itu hanya berumur pendek dengan tugas yang relatif berat. KTP hanya bekerja hingga akhir tahun 1949. 

Setelah masa Kantor Tabungan Pos usai di tahun 1949, selanjutnya pemerintah Indonesia hanya mengakui Bank Tabungan Pos RI sebagai lembaga tabungan. Usai dikukuhkannya Bank Tabungan Pos RI ini sebagai satu-satunya lembaga tabungan di Indonesia, pada tahun 1950 kemudian pemerintah mengganti namanya dengan nama  BANK TABUNGAN POS.
 2.1.4
BTN di Peralihan  Zaman 
Dengan berakhirnya masa pendudukan Jepang di Indonesia dan persiapan Indonesia menuju kemerdekaan dalam arti yang seluas-luasnya, maka sejarah telah mencatat perubahan kondisi itu sebagai masa peralihan jaman. Disebut demikian karena adanya perubahan dari masa penjajahan ke masa kemerdekaan. 
Bank Tabungan Negara dalam perjalanannya juga telah mencatat bahwa awal mula kehadirannya di Indonesia juga melalui masa peralihan tersebut. Salah satu kegiatan yang menunjukkan adanya semangat perjuangan dalam menentukan sikap pada masa peralihan ini adalah dengan kembali dibukanya Kantor Tabungan Pos yang saat itu sempat dibekukan. Pemerintah berani mengambil tindakan untuk membukanya kembali dengan mengubah namanya menjadi Bank Tabungan Pos RI dengan tugas meneruskan fungsi dibentuknya KTP saat itu. 
Sebagai bentukan baru pemerintah Indonesia sendiri, Bank Tabungan Pos pada awal kegiatannya termasuk dalam lingkungan Kementerian Perhubungan saat itu. Tetapi kemudian dalam perjalanannya status kegiatannya beralih dibawah koordinasi pengawasan Departemen Keuangan dibawah Menteri Urusan Bank Sentral (sekarang disebut Bank Indonesia).  
Dalam masa peralihan inilah tanpa disadari cikal bakal nama sebuah lembaga tabungan dengan nama BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) itu terbentuk. Awal dari keputusan untuk menentukan tanggal lahir dan nama menjadi BTN itu sebenarnya diilhami dari pendirian Bank Tabungan Pos itu sendiri. Para pemrakarsa lahirnya BTN saat itu telah menetapkan satu kebulatan tekad untuk meneruskan perjuangan pendirian BTN. Memang sejarah pendirian BTN tidak terlepas dari Bank Tabungan Pos yang mengilhami kelahirannya.
Bank Tabungan Pos yang saat itu kembali dibuka (sempat dibekukan) berdasarkan UU Darurat No. 50 tahun 1950 tanggal 09 Pebruari 1950, telah mengilhami para pendiri BTN untuk menjadikan tanggal tersebut sebagai tanggal lahir BTN. Latar belakang dipilihnya tanggal tersebut sebagai tanggal lahir BTN tidak lain karena terdapatnya jiwa dan semangat kebernaian dalam menentukan sikap pada kondisi yang tidak menentu pada saat itu. Karena pada tanggal tersebut diyakini memiliki semangat patriotisme, maka resmilah tanggal tersebut diangkat sebagai tanggal lahir BTN yang sekaligus mengganti nama Bank Tabungan Pos RI pada saat itu. 
Dalam perjalanannya memang sempat terjadi perbedaan pendapat dalam mengambil keputusan tentang tanggal lahir BTN tersebut. Ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa dasar pendirian BTN didasarkan pada UU No. 20 tahun 1968, yang sebelumnya didahului dengan lahirnya UU Pokok Perbankan No. 14 tahun 1967. Tetapi ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa pendirian BTN itu didasarkan pada UU Darurat No. 50 tahun 1950 yang diundangkan pada tanggal 9 Pebruari 1950. Latar belakang ketetapan ini adalah sebelum diberlakukannya UU No. 20 tahun 1968 tersebut, telah diambil sikap untuk kembali membuka operasional Bank Tabungan Pos RI melalui UU Darurat No. 50 tersebut. Jadi sudah ada yang melandasi lahirnya BTN tersebut sebelum UU No. 20 tahun 1968 diberlakukan. Akhirnya setelah sempat menjalani tanggal lahir BTN pada tanggal 20 Desember setiap tahunnya, maka melalui ketetapan Direksi No. 05/DIR/BIDIR/0993 tanggal 27 September 1993 kembali ditetapkan bahwa tanggal lahir BTN adalah tanggal 9 Pebruari 1950. Mulai saat itu BTN diperingati setiap tanggal 9 Pebruari karena memang dia lahir pada tanggal tersebut.
BTN pada awal pendiriannya mempunyai tugas yang tidak jauh berbeda dengan tugas dan fungsi yang diemban KTP ataupun Bank Tabungan Pos RI saat itu. BTN  pada awalnya mempunyai tugas pokok untuk ikut serta dengan pemerintah pada saat itu untuk memperbaiki perekonomian rakyat dalam rangka pembangunan ekonomi nasional dengan jalan menghimpun dana-dana dari masyarakat, terutama dalam bentuk TABUNGAN. Seperti Bank Tabungan Pos yang berfungsi untuk meneruskan tugas KTP untuk mengajak masyarakat Indonesia gemar menabuung, maka demikianlah dengan tugas BTN  dalam awal pendiriannya. 
2.1.5
Dari Sebuah Unit ke Induk yang Berdiri Sendiri
Menjelang jatuhnya ORDE LAMA atau akan dimulainya sebuah tatanan baru kedalam sebuah ORDE BARU (tahun 1964), pemerintah Indonesia pada saat itu sempat melakukan tindakan untuk menyatukan seluruh bank-bank pemerintah yang ada pada saat itu menjadi sebuah Bank Tunggal dengan nama masa itu BANK NEGARA INDONESIA. 

Tindak lanjut kemudian dari kebijakan pemerintah tersebut adalah dengan masa peralihan sebelum diintegrasikan pada bank-bank pemerintah yang ada (kecuali Bank Dagang Negara), maka masing-masing bank tersebut sempat dijadikan sebuah unit dari Bank Tunggal tersebut. Selanjutnya dalam perjalanannya BTN merupakan sebuah unit dari Bank Negara Indonesia, dimana saat itu BTN masuk kedalam Unit V. 
Karena sebagai sebuah unit dari Bank Negara Indonesia, maka pada saat itu BTN sempat kehilangan kekuasaan dan wewenang. Hal ini patut dimaklumi karena BTN langsung ditempatkan dibawah kekuasaan urusan Bank Sentral masa itu, sementara BTN hanya dipimpin oleh seorang Direktur Koordinator yang notabene sangat sulit dalam pengembangannya.
Kebijakan pemerintah untuk menyatukan bank-bank pemerintah tadi kedalam sebuah Bank Tunggal yang akan diberi nama Bank Negara Indonesia tadi ternyata tidak berlangsung lama. Hal ini karena kekuasaan pada ORDE LAMA hanya berumur pendek. Dan dengan beralihnya kekuasaan kepada ORDE BARU, maka prakarsa pembentukan Bank Tunggal tersebut dikembalikan sebagaimana sebelumnya dan diatur kembali secara lebih sehat. Maka dengan tumbangnya ORDE LAMA ke masa kejayaan ORDE BARU tersebut telah membawa posisi BTN   dari sebuah unit menjadi induk yang berdiri sendiri. 
2.1.6
BTN Sebagai Bank BUMN
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 tahun 1963 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 62 tahun 1963 tanggal 22 Juni 1963, maka resmi sudah nama Bank Tabungan Pos diganti namanya menjadi BANK TABUNGAN NEGARA. Setahun kemudian dengan Undang-Undang No. 2 tahun 1964 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 51 ditetapkan Undang-Undang tentang Bank Tabungan Negara yang mencabut Undang-Undang No. 36 tahun 1953 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 4 tahun 1963.  
Dengan alasan program ekonomi, maka Bank Tabungan Negara diintegrasikan kedalam Bank Indonesia berdasarkan Ketetapan Presiden No. 11 tahun 1965 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 57 yang berlaku sejak tanggal 21 Juni 1965. Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden No. 17 tahun 1965, seluruh Bank Umum Milik Negara termasuk Bank Tabungan Negara,   beralih statusnya menjadi Bank Tunggal Milik Negara, yang pada akhirnya berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 1968 yang sebelumnya diprakarsai dengan Undang-Undang Darurat No. 50 tahun 1950 tanggal 9 Pebruari 1950 resmi sudah status Bank Tabungan Negara sebagai salah satu bank milik negara dengan tugas utama saat itu untuk memperbaiki perekonomian rakyat melalui penghimpunan dana masyarakat terutama dalam bentuk TABUNGAN. Pada awal berdirinya Bank Tabungan Negara memiliki modal disetor yang sekaligus sebagai modal dasar pendirian BTN, yaitu   sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). 
Kemudian sejarah BTN mulai diukir kembali dengan ditunjuknya oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 29 Januari 1974 melalui Surat Menteri Keuangan RI No. B-49/MK/I/1974 sebagai wadah pembiayaan proyek perumahan untuk rakyat. Sejalan dengan tugas tersebut, maka mulai 1976 mulailah realisasi KPR (Kredit Pemilikan Rumah) pertama kalinya oleh BTN di negeri ini. Waktu demi waktu akhirnya terus mengantar BTN sebagai satu-satunya bank yang mempunyai konsentrasi penuh dalam pengembangan bisnis perumahan di Indonesia melalui dukungan KPR-BTN. Dan berkat KPR pulalah BTN terus dihantarkan pada kesuksesannya sebagai bank yang terpercaya, handal dan sehat. 
Penunjukan BTN sebagai wadah pembiayaan rumah rakyat pada tahun 1974 oleh pemerintah sudah pasti bukan tanpa alasan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pembangunan perumahan untuk masyarakat menengah kebawah itulah maka menghantarkan BTN saat itu sebagai lembaga keuangan dengan fungsi menyiapkan pendanaan pembiayaan pembangunan perumahan tersebut melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR). 

Pada tahun 1976 telah ditandai dengan sejarah realisasi KPR pertamakalinya di Indonesia. Realisasi KPR pertama tersebut adalah di kota Semarang dengan 9 unit rumah. Kemudian pada tahun yang sama menyusul di kota Surabaya dengan 8 unit rumah sehingga total KPR yang berhasil direalisasikan BTN pada tahun 1976 adalah sejumlah 17 unit rumah dengan nilai kredit pada saat itu sebesar Rp. 37 Juta.  

Realisasi KPR di Semarang dan Surabaya pada tahun 1976 tersebut kemudian diikuti realisasi KPR di kota-kota lain. Sukses realisasi KPR tahun 1976 inilah akhirnya membawa kesuksesan BTN dalam merealisasikan KPR pada tahun-tahun berikutnya. 
2.1.7
BTN Saat Ini 
Sukses KPR dengan realisasi pertama di Semarang pada tahun 1976 tersebut telah membawa keyakinan manajemen BTN untuk menjadikan bisnis perumahan tersebut sebagai bisnis utama BTN. Hal ini tampak jelas pada misi BTN yaitu melakukan tugas dan usaha di bidang perbankan dalam arti yang seluas-luasnya untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi kearah kesejahteraan rakyat banyak dengan mengkhususkan diri melaksanakan kegiatannya dalam bidang pembiayaan proyek pembangunan perumahan rakyat.

Akhirnya sejarah mencatat dengan sukses BTN dalam bisnis perumahan melalui fasilitas KPR tersebut telah membawa status BTN ini menjadi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) pada tahun 1992. Status persero ini memungkinkan BTN bergerak lebih luas lagi dengan fungsinya sebagai bank umum. Dan memang untuk mendukung bisnis KPR tersebut, BTN mulai mengembangkan produk-produk layanan perbankan sebagaimana layaknya bank umum. BTN juga memiliki produk Tabungan, Giro, Deposito, ataupun layanan perbankan lainnya yang dimiliki oleh bank lain.  
Sukses BTN dalam bisnis KPR juga telah meningkatkan status BTN sebagai bank umum menjadi Bank Devisa pada tahun 1994. Layanan bank dalam bentuk penerbitan Letter of Credit (L/C), pembiayaan usaha dalam bentuk dollar, dll bisa diberikan BTN dengan status tersebut. Dengan status baru ini tidak membuat BTN lupa akan fungsi utamanya sebagai penyedia KPR untuk masyarakat menengah kebawah. Diakui memang bisnis perbankan yang semakin berkembang menuntut BTN untuk terjun sebagai pemenuhan dari statusnya sebagai bank umum dan bank devisa. Krisis ekonomi yang meluluh lantakkan sendi-sendi perekonomian Indonesia membuat keyakinan BTN untuk memutar kembali bisnis utamanya di bidang perumahan. 
Tahun 1997 manajemen BTN menetapkan kebijakan strategisnya untuk mengembalikan BTN pada bisnis intinya, yaitu bisnis pembiayaan perumahan. Keputusan ini pada akhirnya banyak membantu BTN dalam proses rekapitalisasi atau penambahan modal oleh pemerintah bagi bank yang menderita sakit karena pengaruh krisis ekonomi. Dengan rekapitalisasi tersebut, manajemen BTN telah menetapkan paradigma baru untuk mendukung MISI Bank BTN baru yaitu menjadi bank yang terkemuka dan menguntungkan dalam pembiayaan perumahan dengan VISInya yang baru yaitu : 

      Memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan dan industri ikutannya kepada lapisan masyarakat menengah kebawah, serta menyediakan produk dan jasa perbankan lainnya.
      Menyiapkan dan mengembangkan SDM yang berkualitas dan profesional serta memiliki integritas yang tinggi.

      Memenuhi komitmen kepada pemegang saham, yaitu menghasilkan laba dan pendapatan per saham yang tinggi serta ikut mendukung program pembangunan perumahan nasional.

      Menyelenggarakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan good corporate governance.

      Mempedulikan kepentingan masyarakat dan lingkungannya.
2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Bandung.

Struktur Organisasi PT. Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Kantor cabang Bandung mempunyai fungsi yang berhubungan langsung dengan nasabah (front office) dan fungsi pendukung (back office). Dengan tujuan untuk memperbaiki efisiensi dan aktivitas dari setiap pekerja dan unit melalui struktur organisasi cabang yang lebih sederhana dan dinamis serta mencapai visi jangka panjang BTN. Lihat pada daftar gambar (Hal vii).
Setiap cabang akan mempunyai line modul inti yaitu manajemen cabang (branch management), pelayanan retail ( retail service), operasi (operation), akuntasi dan kontrol (accounting and controlling), dan penyelamatan kredit (loan recovery) yang dapat ditambah tergantung dari kebutuhan bisnis dan jumlah transaksi. 
Berdasarkan ketetapan dieksi PT. Bank Tabungan Negara, susunan organisasinya terdiri dari : 
1. Kepala Kantor cabang (Branch Manager) 
Kepala Kantor Cabang adalah pejabat tinggi yang diberikan  tanggung jawab untuk memimpin kantor cabang atau aktivitas sehari- hari sesuai bidangnya masing- masing dan dibantu seorang sekretaris.
2. Wakil Kepala Cabang (Deputy Branch Mnager)

Wakil Kepala Cabang adalah seorang pejabat yang berada dibawah kantor cabang yang diberikan tanggun jawab untuk memimpin pelaksanaan aktivitas sehari- hari dibidangnya masing-masing terdiri dari : 

a. Wakil Kepala Cabang bidang retail (Kepala bidang Operasional sesuai dengan struktur organisasi).

b. Wakil Kepala Cabang Operasional (Kepada bidang Operasional sesuai dengan struktur organisasi).

c. Asisten Branch Manager (Asisten Kepala Cabang) adalah seorang pejabat yang berada di bawah kepala cabang dan diberi tanggung jawab untuk mengorganisasikan pelaksanaan tugas dan pekerjaan tugas dan pekerjaan dalam unit kerja yang sesuai dengan bidangnya dikantor cabang serta tugas khusus yang diberikan oleh kepala cabang. Terdiri dari : 

a. Asisten Kepala Cabang bidang akuntansi dan kontrol sesuai dengan struktur organisasi.

b. Asisten Kepala Cabang bidang penyelamatan kredit sesuai dengan struktur organisasi.

c. Sekretaris cabang yang bertugas mengatur segala aktivitas manajemen dan administrasi kesekratarisan cabang.

d. Kepala seksi sektor pelayanan yang bertugas memegang cabang umum memimpin seksi dan terdiri dari : 
1) Kepala Seksi Customer service

2) Kepala Seksi Teller Service 

3) Kepala Seksi Transaction and Processing
4) Kepala Seksi Loan Administration
5) Kepala Seksi General Branch nministration
6) Kepala Seksi Book Keeping and Control

7) Kepala Seksi Financial Reporting and Analysis
8) Kepala Seksi Collection and Workout / Loan Recovery
2.3
Deskripsi Jabatan PT. Bank Tabungan Negara ( Persero )
Dalam tiap- tiap unit kerja berisikan petugas (job name) yang melaksanakan operasional secara terperinci dan jelas agar kegiatan tersebut dapat dioptimalkan dan sukses mencapai sasaran. 

Uraian pekerjaan disajikan sebagai berikut :

A. Kepala Cabang (Branch Manager)

Tugas pokok dan fungsi seorang Kepala Cabang (Branch Manager), yaitu:

1. Memimpin cabang di wilayah kedudukannya dan bertindak untuk dan atas nama direksi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam hubungannya dengan pihak lain atau pihak ketiga di wilayah kerjanya yang berkaitan dengan usaha bank.

2. Mengelola keuangan dan harta kekayaan bank dan seluruh kegiatan kantor cabang berdasarkan prinsip- prinsip ketatalaksanaan yang sehat dan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan direksi. 
3. Pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kerja untuk menunjang operasional kantor cabang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pemeliharaan hubungan kedinasan dalam rangka kerjasama antar instansi pemerintah maupun swasta ataupun lembaga perbankan/nonperbankan di wilayah kantor cabang untuk memperlancar kegiatan usaha bank.
5. Mengoptimalisasi pendayagunaan tenaga kerja dan peralatan guna meningkatkan motivasi kerja, keahlian dalam bidangnya, dan hubungan yang baik dengan sesama karyawan sehingga tercapai kerja yang maksimal.
6. Bertanggungjawab atas kebenaran penyusunan laporan keuangan secara berkala dan laporan lainnya yang berhubungan dengan kantor cabang.
7. Mengusahakan pengambilan kredit yang telah diterbitkan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan.

8. Mengadakan koordinator dan pengawasan terhadap tugas- tugas yang diberikan kepada bawahan dengan mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas tersebut.
B. Wakil Kepala Cabang (Deputy Branch Manager)

Fungsi pokok Wakil Kepala Cabang adalah untuk membantu kepala cabang dalam pengelolaan kegiatan usaha bank khususnya mengenai tugas- tugas yang dilaksanakan oleh unit kerja yang menurut organisasi termasuk ke dalam lingkup pengelolaan dan pengawasan Wakil Kepala Cabang.
C. Kepala Layanan Kredit (Loan Service Head)

Tugas dan fungsi seorang Kepala Layanan Kredit (Loan Service Head), yaitu : 
1. Memastikan adanya efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan Loan Service.
2. Memastikan bahwa semua nasabah memperoleh pelayanan dengan kualitas   pelayanan yang prima mulai dari permohonan kredit sampai dengan akad kredit.
3. Memastikan bahwa semua prosedur dijalankan dengan baik.

4. Memastikan bahwa semua klaim debitur dapat diselesaikan dengan baik.

5. Melakukan penjualan produk bank.
D. Kepala Pembinaan dan Penyelamatan Kredit (Loan Recovery Head)

Tugas dan fungsi seorang Kepala Pembinaan dan Penyelamatan Kredit (Loan Recovery Head), yaitu : 

1. Memastikan peningkatan nilai kualitas aktiva produk cabang.
2. Menekan kredit yang bermasalah menjadi sekecil mungkin.

3. Memastikan bahwa bank bebas dari masalah hukum yang merugikan.

4. Mewakili PT. Bank Tabungan Negara dalam acara resmi bila kepala cabang tidak ada di tempat/berhalangan hadir.

E. Petugas Layanan Kredit (Loan Service Officer)
Tugas pokok dan fungsi seorang Petugas Layanan Kredit (Loan Service Officer), yaitu :

1. Memberikan penjelasan kepada nasabah semua produk kredit baik KPR, Bapertarum, hal lain yang berhubungan dengan layanan kredit.

2. Melayani kalim debitur (baik debitur datang maupun lewat surat), pelunasan, PUL, permintaan rekening koran, dan surat- surat yang berkaitan dengan kredit.

3. Melakukan usaha pemasaran/penjualan produk kredit.
F. Cabang Administrasi Umum (General Branch Administration)
General Branch Administration bertugas memantau anggaran biaya dan belanja cabang, bertanggung jawab atas pengembangan dan pengelolaan semua inventaris cabang setiap saat dan memastikan file kepegawaian diadministrasikan secara efektif.
G. Kepala Administrasi kredit (Loan Administration Head)

Tugas pokok serta fungsi seorang Kepala Adminidtrasi kredit (Loan Administration Head), yaitu :

1. Memastikan kecepatan dan ketepatan proses kredit kebijakan dan prosedur yang ada.
2. Memastikan bahwa semua dokumen yang disimpan adalah aman dan lengkap baik dokumen pokok maupun pendukungnya.

3. Memastikan kecepatan dan ketepatan proses Bapertarum plus sesuai dengan kebijakan dan proses yang ada.

4. Memberikan informasi kepada teller service untuk pencairan dana yang akan dikeluarkan.
5. Memasarkan produk kredit umum.

6. Memastikan bahwa setiap petugas administrasi kredit telah mebuat sasaran dan recana tindakan.

7. Melakukan analisa kredit operasi.

H. Petugas Administrasi Kredit (Loan Administration Officer)

Seorang Petugas Administrasi Kredit (Loan Administration Officer) memiliki tugas dan fungsi, diantaranya :
1. Menindak lanjuti proses keputusan untuk persiapan kredit.

2. Melakukan pencairan dan realisasi kredit, pencairan dan jaminan.

3. Memproses permohonan bantuan Bapertarum.
I. Layanan Nasabah (Customer Service)

Tugas dan fungsi seorang Layanan Nasabah (Customer Service), diantaranya :

1. Memberikan pelayanan tabungan loket cabang.

2. Memberikan pelayanan tabungan kantor cabang.

3. Melayani proses pembukaan rekening rupiah dan valas 

4. Melayani proses perpanjangan rekening rupiah dan valas.

5. Melayani proses penutupan rekening rupiah dan valas.

6. Memproses pembayaran bunga deposito.

7. Pelayanan nasabah lainnya.
8. Administrasi transaksi loket cabang.

9. Melakukan penjualan dana keluar.

10. Memelihara Subsidiary Ledger (SL).

J. Layanan Teller (Teller Service)

Layanan Teller (Teller Service) memiliki fungsi, diantaranya sebagai berikut :

1. Melayani setoran tunai angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) cabang sendiri dan cabang lain.

2. Melayani setoran dan pembayaran deposito.

3. Melayani penabungan dan penarikan tabungan tunai.

4. Menerima transaksi giro.

5. Mengelola kas cabang.

6. Melayani kebutuhan nasabah lainnya.

7. Melakukan transaksi penjemputan uang tunai.

8. Melakukan penjualan dana keluar.
K. Pembukuan dan Kontrol (Book Keeping and Control)

 Tugas dan fungsi pokok Pembukuan dan Kontrol (Book Keeping and Control), yaitu :
1. Mengontrol transaksi harian.

2. mengelola buku besar cabang.

3. Mengelola pembuktian transaksi.
4. Pembuatan jurnal transaksi.

5. Melakukan pencocokan GL dan SL.
L. Pelaporan dan Analisa (Financing Reporting and Analysis)
Pelaporan dan Analisa (Financing Reporting and Analysis) memiliki tugas dan fungsi, diantaranya sebagai berikut :

1. Membuat laporan cabang.

2. Sistem informasi manajemen cabang.

3. Mengadministrasikan pelaporan cabang.
2.4 Aspek Kegiatan PT. Bank Tabungan Negara ( Persero) Cabang Bandung

Seperti halnya Bank Umum Konvensional lainnya, secara garis besar produk- produk yang ditawarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara mempunyai tiga bidang usaha yaitu : 
1. Produk Dana, diantaranya sebagai beikut :
a. Deposito Berjangka Rupiah, merupakan simpanan pihak ketiga yang diselenggarakan oleh PT. Bank Tabungan Negara yang penarikannya ditentukan dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam bentuk mata uang Rupiah dan menguntungkan.

b. Depoito Berjangka Valas, merupakan simpanan berjangka dalam mata uang US $ yang menguntungkan.

c. Giro Dollar, merupakan kemudahan bertransaksi dengan fleksibilitas tinggi dalam bentuk mata uang US $.
d. Giro Rupiah, merupakan kemudahan bertransaksi dengan flesibilitas tinggi dalam bentuk mata uang Rupiah.
e. Sertifikat Deposito, merupakan simpanan dalam bentuk deposito berjangka yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.
f. Tabungan Batara Prima, meliputi salah satu jenis tabungan bebas atau simpanan pihak ketiga yang diselenggarakan oleh PT. Bank Tabungan Negara , dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui loket PT. Bank Tabungan Negara atau ATM.
g. Tabungan e’Batarapos, merupakan produk Tabungan PT. Bank Tabungan Negara yang diselenggarakan bekerjasam dengan PT. Pos Indonesia (Persero) melalui seluruh loket Kantor Pos yang telah Online di seluruh Indonesia.
h. Tabungan Haji Nawaitu, merupakan tabungan atau simpanan yang diperuntukkan bagi calon jama’ah haji dalam rangka persiapan Biaya Perjalanan Ibadah Haji.

2. Produk Jasa, diantaranya sebagai berikut :
a. Kartu ATM batara, yaitu merupakan fasilitas layanan kartu bagi nasabah Tabungan dan Giro (Rp-Perorangan) di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) yang memberikan kemudahan bagi nasabah dalam memenuhi berbagai macam transaksi melalui seperti tarik tunai di mesin ATM, pembayaran tagihan dan berbelanja.
b. Kiriman Uang (Transfer), merupakan layanan yang dberikan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) kepada nasabahnya yang ingin mengirim uang ke kota lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

c. Bank Garansi, merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh bank atas ermintaan asabah (pihak terjamin) untuk menjamin resiko tertentu (penggantian kerugian) yang timbul apabila pihak terjamin tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik (wan prestasi) kepada pihak yang menerima jaminan.
d. Batara Payroll, merupakan layanan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) bagi Pengguna Jasa (Perusahaan, Perorangan, Lembaga) dalam megelola pembayaran Gaji, THR dan Bonus serta kebutuhan financial lainnya yang bersifat rutin bagi karyawan pengguna jasa.

e. Inkaso, merupakan penagihan yang dilakukan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) kepada pihak yang wajib membayar berdasarkan suatu warkat inkaso untuk kepentingan dan atas resiko pihak yang mempunyai tagihan.

f. Inkaso Luar Negeri (Collection), merupakan Jasa pelayanan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) untuk menagihkan pembayaran atas suatu warkat/dokumen berharga kepada pihak ketiga yang berada di luar negeri menggunakan jasa bank koresponden.
g. Safe Deposito Box BTN, merupakan jasa pelayanan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dalam bentuk penyewaan Wadah atau Box yang dirancang khusus untuk menyimpan barang berharga atau dokumen penting untuk jangka waktu tertentu.
h. Penerimaan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), yaitu bentuk pelayanan dari PT.Bank Tabungan Negara,  memberikan kepastian keberangkatan ibadah haji dengan sistem online dan SISKOHAT.
i. Payment Point, merupakan fasilitas bagi nasabah untuk memudahkan dalam membayar tagihan rutin bulan. Pembayaran tagihan yang dapat dilakukan saat ini diantaranya Telkom, PLN Online, Telkomsel, Pajak (Logo Pajak), dan PDAM.
j. Real Time Gross Settlement (RTGS), merupakan sistem transfer dana online dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan per-transaksi secara individual. Jenis layanan seperti Single Credit Transaction, Multiple Credit Transaction.
k. Remittance Service, merupakan jasa pelayanan Kiriman Uang (KU) yang dilaksanakan atas kerjasama antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dengan BSN ( Bank Simpanan Malaysia) Malaysia terhadap TKI di Malaysia yang ingin megirimkan uang atau dana ke Indonesia. Sasaran pengiriman Remittance Service berupa : 
1. Telegrapic Transfer (Telex)
2. Warkar IGGO (International Guaranted Giro Order)
l. Ekspor dan Impor
m. Jual Beli valuta asing (Money Changer) merupakan jasa pelayanan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) yang ingin menjual atau membeli atas mata uang asing tertentu, yang mempunyai catatan kurs pada Bank Indonesia.
n. Traveller Check, merupakan suatu cek yang dikeluarkan oleh lembaga penerbit atau issuer sebagai sarana pengganti uang tunai dalam melakukan perjalanan, baik di dalam maupun diluar negeri. Traveller Check dapat dibeli pada kantor kas cabang PT. Bank Tabungan Negara (Persero) yang berstatus cabang devisa dan cabang Money Changer.
o. SPP Online Perguruan Tinggi, merupakan layanan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) bagi Perguruan Tinggi/Sekolah dalam menyediakan delivery chanel menerima Setoran Biaya- biaya pendidikan secara Online.
3. Produk Kredit, diantaranya sebagai berikut :

a. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi, kredit perumahan yang diberikan kepada keluarga/rumah tangga yang baru pertama kali memiliki rumah dan termasuk ke dalam kelompok sasaran masyarakat berpenghasilan rendah.

KPR Bersubsidi diberikan kepada keluarga / rumah tangga yang baru pertama kali memiliki rumah dan termasuk ke dalam kelompok sasaran masyarakat berpenghasilan rendah.
Penghasilan dimaksud adalah penghasilan pemohon yang didasarkan atas gaji pokok pemohon atau pendapatan pokok pemohon per bulan.

Subsidi diberikan kepada kelompok sasaran, baik yang berpenghasilan tetap maupun yang berpenghasilan tidak tetap, yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh fasilitas kredit sesuai dengan ketentuan Bank.

Pilihan skim subsidi yang diberikan lewat KPR Bersubsidi hanya berupa salah satu dari : (i) Subsidi Selisih Bunga ; atau (ii) Subsidi Uang Muka, dengan besaran nilai Subsidi untuk masing – masing kelompok sasaran sebagai berikut :
Maksimum nilai subsidi/ Rumah Tangga (Rp):

· Kelompok Sasaran I
;

a. Subsidi Selisih Bunga 
: Rp. 2.400.000,-
b. Subsidi Uang Muka
: Rp. 3.500.000,-
· Kelompok Sasaran II
;

a. Subsidi Selisih Bunga 
: Rp. 2.400.000,-
b. Subsidi Uang Muka
: Rp. 3.500.000,-
· Kelompok Sasaran III
;
a. Subsidi Selisih Bunga 
: Rp. 2.400.000,-
b. Subsidi Uang Muka
: Rp. 3.500.000,-
b. Kredit Griya Multi, merupakan kredit yang diperuntukkan bagi pemohon/calon debitur perorangan yang membutuhkan dan memenuhi persyaratan bank teknis, dengan tujuan penggunaan untuk memenuhi keperluannya dan tidak bertentangan dengan hukum.

Persyaratan Pemohon 
   Warga Negara Indonesia.
   Surat Keterangan Berkewarganegaraan Indonesia bagi WNI keturunan.

   Telah berusia 21 tahun atau telah menikah dan berwenang melakukan tindakan hukum. 

   Pada saat kredit lunas usia pemohon tidak melebihi 65 tahun.

   Memiliki penghasilan yang menurut perhitungan Bank dapat menjamin kelangsungan pembayaran kewajiban. 

   Mempunyai pekerjaan tetap atau menjalankan usahanya sendiri (wiraswasta) dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun.
   Tidak memiliki kredit bermasalah baik di Bank maupun di Bank Lain.
   Pemohon yang masih berstatus sebagai Debitur di Bank untuk jenis kredit apapun, disyaratkan;
o     Sesuai ketentuan Bank penghasilannya masih cukup untuk membayar kewajiban. 

o     Telah menjadi debitur sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan selama menjadi debitur (minimal 1 tahun terakhir) tidak pernah menunggak.
o     Menyampaikan NPWP Pribadi untuk pemohon dengan jumlah kredit > Rp. 100 juta atau SPT Pasal 21 Form A1 untuk pemohon dengan jumlah kredit > Rp 50 juta sampai dengan < Rp. 100 juta atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c. Kredit Griya Sembada, merupakan kredit yang diberikan untuk pembiayaan/pembelian atau pengadaan/pembamngunan proyek perumahan atau bangunan rumah tinggi guna disewakan.
Ketentuan Kredit : 

1. Jumlah kredit maksimal 75% dari nilai taksasi bank atas pembiayaan pembangunan rumah. 

2. Jangka waktu kredit maksimal 15 tahun

Jaminan Kredit : 

· Jaminan pokok adalah tanah dan bangunan yang dibiayai, yang akan diikat dengan Hipotik atau dengan cara lain yang menurut pertimbangan Direksi cukup aman. 

· Apabila diperlukan, Bank dapat meminta/menerima jenis-jenis dan barang-barang jaminan lainnya.. 
d. Kredit Griya Utama, merupakan kredit yang diperintukkan bagi pemohon/calon debitur yang memenuhi persyaratan dan dengan tujuan penggunaan untuk membeli tanah dan bangunan.Maksimal KGU yang dapat diberikan adalah sebesar 80 % untuk debitur Non-Kolektif dan sebesar 90 % untuk debitur Kolektif, besaran tersebut dari harga jual setelah discount atau nilai taksasi pasar wajar yang dilakukan oleh penilai (appraisal). 
Dalam hal terdapat perbedaan antara keduanya, Bank akan mengambil harga yang terendah.Kemampuan mengangsur (re-payment capacity) tidak melebihi 70 % dari sisa penghasilan bersih keluarga dan atau penghasilan bersih usaha per bulan. 
e. Kredit Pemilikan ruko, merupakan kredit yang diberikan oleh bank untuk membeli Rumah Toko guna dihuni dan digunakan sebagai toko.
Ketentuan Kredit
     Pinjaman yang dapat diberikan: s/d Rp. 1 milyar
     Penetapan Maksimum Kredit
: 70 % dari nilai tranksasi jual cepat.
      Maksimal Jangka Waktu          : 15 tahun
      Sistem Perhitungan Bunga       : Annuitas Tahunan
f. Kredit Swa griya, merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai pembangunan rumah di atas tanah yang telah dimiliki oleh pemohon. 
Ketentuan Kredit

· Pinjaman yang dapat diberikan
:
s/d Rp. 1 milyar

· Penetapan Maksimum Kredit
:
90 % dari nilai taksasi 
· Maksimal Jangka Waktu

:
20 tahun

· Suku Bunga



:
mengikuti bunga pasar

g. Kredit Swadana, merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan berupa penahanan sebagian atau seluruh simpanan (baik berupa tabungan maupun deposito) yang disimpan di bank.
h. Real Cash, merupakan fasilitas pinjaman yang dapat dicairkan sewaktu- waktu bila dibutuhkan (stand-by loan)

Agunan kredit adalah agunan KPR atau kredit perorangan lainnya yang ada di Bank BTN.


Dapat ditarik melalui ATM dan loket kantor cabang Bank BTN. 


Maksimal Kredit s.d. Rp. 50 juta. 


Penggunaan bebas 


Pembayaran maksimum 6 % dari tagihan, atau minimum Rp. 50.000,- 


Jangka waktu kredit 1 tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis oleh bank 


Iuran tahunan Rp. 150.000,- diskon 50 % untuk tahun pertama. 

Bebas biaya proses
i. Kredit Investasi, merupakan kredit yang disediakan oleh bank dalam rangka pembiayaan investasi khususnya bagi sektor- sektor industri yang terkait dengan perumahan atau usaha- usaha yang dapat menunjang sektor- sektor dimaksud.
j. Kredit Modal Kerja, merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada kontraktor atau pemborong untuk membantu modal kerja di dalam menyelesaikan pekerjaan borongan sesuai dengan kontrak kerja.
k. Kredit Yasa Griya, yaitu kredit yang diberikan bank kepada developer untuk membantu modal kerja pembiayaan pembangunan proyek perumaha mulai dari biaya pembangunan konstruksi rumah sampai dengan finishing, dan biaya prasarana serta sarana.
Persyaratan Pemohon
. Pemohon adalah badan usaha yang bergerak di bidang jasa pemborongan dalam arti luas atas dasar kontrak kerja atau SPK.

a. Telah memiliki semua perijinan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan jasa pemborongan.

Telah menjadi pemegang rekening giro di Kantor Cabang Bank Tabungan Negara.
l. Garansi Bank.
Persyaratan Pemohon :
1. Pemohon Garansi Bank adalah Badan Usaha yang berbadan hukum Indonesia.

2. Telah menjadi nasabah Bank BTN baik pemegang rekening Giro/Tabungan/Deposito maupun sebagai nasabah kredit.

3. Permohonan Garansi Bank yang diajukan harus jelas memuat :

. Penerima Garansi

a. Keperluan Garansi

b. Jumlah/nilai Garansi

c. Jangka Waktu Garansi

d. Perincian jaminan (kontra garansi) yang akan diberikan.

Ketentuan Kredit :
1. Maksimal nilai Garansi Bank : jumlah yang dibayarkan dikurangi kontra garansi (berupa setoran tunai / deposito)

2. Jangka waktu garansi bank paling lama 12 bulan, terhitung sejak tanggal realisasi Garansi Bank.

3. Provisi sebesar 1% dari nilai garansi.
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